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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ASN yang terlibat dalam
politik terutama selama Pilkada. ASN harus netral dalam pelaksanaan Pilkada.
Pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten
Blitar ada beberapa ASN yang melakukan pelanggaran netralitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah
pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam pelanggaran asas netralitas oleh
ASN pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020? 2) Bagaimanakah upaya
penyelesaian Bawaslu dalam menangani netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten
Blitar pada Tahun 2020? 3) Bagaimanakah pengawasan dan upaya penyelesaian
Bawaslu dalam menangani netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Blitar pada
Tahun 2020 Persepektif Hukum Positif? 4) Bagaimanakah pengawasan dan upaya
penyelesaian Bawaslu dalam menangani netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten
Blitar pada Tahun 2020 Persepektif Figih Siyasah?

Metode penelitian menggunakan model penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus (Case Research). Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi, sedangkan analisis data
melalui pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengawasan Bawaslu Kabupaten
Blitar adalah melakukan sosialisasi dan pengawasan melalui berbagai media,
pengawasan dan partisipasi masyarakat, dan pengenaan sanksi kepada ASN yang
melanggar netralitas. 2) Upaya penyelesaian Bawaslu dalam menangani netralitas
ASN pada pemilihan kepala daerah dengan langkah temuan dan laporan,
penanganan, memberikan rekomendasi kepada KASN, pengkajian dugaan,
pengujian kembali, dan eksekusi. Upaya penyelesaian sesuai dengan asas pokok
profesionalisme dan menerapkan prinsip impartialitas, keadilan, keterbukaan dan
transparansi. 3) Pengawasan dan upaya penyelesaian Bawaslu sudah sesuai
dengan hukum positif yang berlaku dalam Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 dan
Perbawaslu No. 14 Tahun 2017. 4) Pengawasan dan upaya penyelesaian Bawaslu
sesuai dengan persepektif fikih siyasah dalam lingkup siyasah dusturiyah dengan
membantu menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim (lembaga peradilan).
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This research is motivated by the presence of ASN involved in politics,

especially during the Pilkada. ASN must be neutral in the implementation of the

Pilkada. In the implementation of the 2020 simultaneous regional head elections

in Blitar Regency, there were several ASN who violated neutrality.

The formulation in this study is 1) How is the supervision of Bawaslu
Blitar Regency in violations of the principle of neutrality by ASN in the Pilkada
Blitar Regency Blitar in 2020? 2) How are Bawaslu’s efforts to resolve ASN
neutrality in the Blitar Regency Election in 20207 3) How are Bawaslu’s
supervision and efforts to resolve ASN neutrality in the Blitar Regency Election in
2020 from a Positive Law Perspective? 4) How are Bawaslu’s supervision and
efforts to resolve ASN neutrality in the Blitar Regency Election in 2020 from a
Figh Siyasah Perspective?

The research method uses a qualitative research model with a case study
approach (Case Research). Data collection techniques use observation,
interviews, and documentation, while data analysis is through data collection, data
presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that 1) Bawaslu Blitar Regency's
supervision is to conduct socialization and supervision through various media,
supervision and community participation, and impose sanctions on ASN who
violate neutrality. 2) Bawaslu's efforts to resolve in handling ASN neutrality in
regional head elections with steps of findings and reports, handling, providing
recommendations to KASN, reviewing allegations, re-testing, and execution.
Efforts to resolve are in accordance with the basic principles of professionalism
and apply the principles of impartiality, justice, openness and transparency. 3)
Bawaslu's supervision and efforts to resolve are in accordance with the positive
law in force in Bawaslu Regulation No. 6 of 2018 and Bawaslu Regulation No. 14
of 2017. 4) Bawaslu’s supervision and efforts to resolve are in accordance with
the perspective of figh siyasah within the scope of siyasah dusturiyah by helping
to handle cases from the a/-mazalim institution (judicial institution).
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